
4. Undang-Undang ... 

• '.. - I '. , -: \ • - • • • . ~ ' • : ,,..- •. .: i ~ ; • 

b. bahwa dalam . rangka transparansi dan profesionahsme 
pengelolaan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecarnatan (PD PK) 
sebagaimana dimaksud · dalam huruf a, · ·pertu diatur · ·tata ·cara 
pengangkatan dan pemberfenttan Direksi dan ·0ewan · Pengawas; 
i • ·•, -~. ... 

c. bahwa berdasarkan pertirnbanqan sebagaimana dlmeksud dafam 
huruf a clan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata 
Cara Pengangkatan dan , :Pemberhentian Direksi dan Dewan 

<:Peogawas·PerusaNtan Daerah ~rkreditan Kecamatan (PD eK};· · 
1.·urldang~undang Nomor i~{Tahun·· 1950 -~titarlg ·PerTlerintatian 

· t>ae'rah:·t<abu(}aten C1alam TiflQkungan JawtHlataf{Berita. NegAra 
Repub1ikindone·s1a·Tahun 1950 Nomor 8); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara ,Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tarnbaben :Lempara,n_;:_Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 

3,_,Undang-Undang Nomor l· Tahun .1992. Jentang Perbankan 
(Lernbaran Negara .Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambaha1n t.embara'n Nega·ra Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana· telah diubah dengan Undanq..Undang: Nomor 10 
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat1~m. \998 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790); 

a. bahwa· penoelolaan Perusahaan' Daerah Perkreditan- Kecamafan 
(PD PK) dilakukari olehDlreksldan DeWan'Pengawas; . .. '· · · · 

·BUPATI BbGOR, 

-. 
• .• 'I'• 

·.:z---·.~ 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
DIREKSl""DAN DEW;AN·PENGAWAS: ..... · .. r : 

PERUSAHAAN DAERAH -PERKREDITAN· KECAMiTAN ·(PO,PK) 
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NOMC)R,28.TAHUN 2006· . 

PERATURAN BUPATl BOGOR 

BUPATI .BOGQR · · 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bogor. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor. 
3. Bupati ... 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI . TENTANG TATA· CARA 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN 
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN 
KECAMATAN (PD PK). 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Lembaran ~ara Republik Indonesia- Tahun 1999 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ·Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taht.m 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik - Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah .diubah dengan Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norrior 4548); 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 · Tahun 1999 tentang 
Kepengurusan Perusahaan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Bank Perkreclitan Raky~t Milik Pemerintah Daerah; 

8. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR Tahun 
1999 tentang Bank Perkreclitan Rakyat; 

9. Peraturan .. Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) di 
Propinsl Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat 
Tahun 2000 Nomor 26 ·Seri D); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun· 2004 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten - Bogor 
(tembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159); 
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BAB II ... 

6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Oaerah Perkreditan Kecamatan 
(PD PK) di Kabupaten Bogor. 

7. Dewan Pengawas adalah Dewan ;Pengawa:s Pemsahaan Daerah 
Perkreditan Kecamatan (PD PK) di Kabupaten Bogor. 

8. Seleksi adalah proses · pengangkatan calon anggota Direksi dan 
Dewan Pengawas untuk ditet.apkan sebagai. -aoggota Direksi dan 
Dewan· Pengawas, terdiri· dan ta hap penjaringan, tahap : uji 
kelayakan clan kepatutan, serta tahap pengusulan. 

9. Penjaringan aclalah proses administrasi, yang dilakukan oleh 
Panitia ; Selekst untuk mendapatkan bakal , ca Ion anggota 
Direksi/Dewan ~flgawas ... · . 

10. Ujf kelayakan clan kepatutan adalah metode yang dilakukan 
· untuk mengetahui · kemampuan bakal ca Ion anggota 
Direksi/Dewan Pengawas da_lam menqelola perusahaan claerah. 

11. · Pengusulan adalah proses · ·pengajuan .· ~ .,ca Ion anggota 
Direksi/Dewan Pengawas untuk ditetapkan oleh Bupati sebagai 
anggota . Direksi/Dewan Pengawas. 

' . 

12. Bakal taJon anggota Direk.sl/Dewan Peogawas adalah .. seseorang 
yang mendaft.arkan diri dan .. dinyatakan memenutii ~ya,:at 

, adtmnistrasi dalarn .proses penjaringan yang diadakan oleh 
Panitia. Seleksi .. _.,··:-:: 

·, 

13. Calon anggota Direksi/Dewan Pengawas adalah seseoranq bakal 
calon yang memperoJeh hasil .pe~ingkat ~rbaik dalam proses uji 
kelayakan dan kepatutan. 

3. Bupati adalah Bupati Bogor ..... 
4. Perusahaan Daerah adalah .Perusahaan Daerah Perkreditan 

Kecamatan (PD PK) di Kabupaten Bogo·r·. 

5. Bank Perkreditan Rakyat,. selan)u~y~ clapat disingkat BPR adalah 
bank perkreditan rakyaf yang seh:.truh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh . daerah .: rnelalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekavaan daerah yang dipisahkan. 

,, . ~- 
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b. sehat ... 

a. warga Negara -Indonesia; 

.. 
Untuk dapat -diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, harus 
memenuhi persyaratan _ sebagai berikut: ~ .. ~ .. , ;, . 

. . .~~ ' . ~ Paragraf 3 · · · 

., -~wa~·,Pengawas· 
_ Pasal 3 

b. sehat jasmani dan. rohaf.li, yang .. ,.di,buktikan. dengan basil 
pemeri~n kesenatan menyeluruh dari .. tim dokter Rumah. Saklt 
Umum.Daerah; ··· · , · · · · · 

c. berpeAClidikan :paling rendah Diploma m atau sederaja~. 
d. mempunyai. pengalaman .: kerja. paUng di bidang operasional 

perbankan sedikit 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan 
keterangan resmi dari perusahaan tempat yang bersangkutan 
bekerja dengan penilaian ba1k;'· · 

e. betas. use pe.;gangkatan .:~$ma._.kaii pa'ling linggf 56 tafluri, 
terhitung' sejak tanggal "mengajukan. diri sebaqat calori anggota 
Direksi: ·· · · - 

f. ndak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Dewan 
Pengawas; · dan/atau denqan 'Direksi lainnya sampai derajat 
ketiga, ba·ik datam . garis· 1urus maupun ke samping, dan/atau 
hubungan ·keluarga yang timbul akibat perkawinan; 

g. memiliki sertifikat.kelulusan dari lembaga sertifikasi (untuk cson 
anggota Direksi pada PD PK yang telah berfungsi menjadi BPR); 

h. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan; dan 

i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

BAB.II 
PENGANGKATAN 

Bagian Kesatu 
Per5Yaratan 
. P~ragrc,f 1 

.. Direksi 
·Pasal 2 

Untuk dapat diangkat inenjadi · anggota · Direksl, harus rnemenuhi 
persvaratan sebagai berikut: ·. 
a. warga Negara Indonesla: 

. . . 

- 4 - 



. . 

4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus; . - 
b. kompetensi teknis/keahlian, meliputi : 

1. pengetahuan yang memadai di-" bidang perbankan, yang 
dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga 
sertifikasi ( untuk ca Ion anggota~ Dlreksi pada PD PK yang 
telah berfungsi menjadi BPR); _ . _ 

2. pengalaman dan keahlian di,J~~da_ng- pert>ankan .dan/atau 
keuanqan: 

' , 

3. kernampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam 
rangka pengembangan perusahaan; dan 

4. pemahaman mengenai manajemen perusahaan; 

c. reputasi ... 

' ' 

2. memiliki komitmen untuk mematuhi_ l_cetentuan __ peraturan 
perundang-undangan; _ ,_ 

3. memmki.komitmen untuk pengembangan operasional PD PK; 
dan ·· 

Pasal4 
Sela in memenuhi persvaratan sebaqaimana dinjaksud .· dalam Pasal 2 
dan Pasal 3, caJon anggota Direksi/Oewan: Pengawas - harus 
memenuhi persyaratan, sebagai berikut ·: '.- 
a. integrit:as, meliputi: 

1. memiliki akhlak dan moral yang baik; 

•, 

g. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dankepatutan; dan 
h. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri SipiL 

b. sehat jasmanl ·, dari : rohanl, yang dlbuktikan dengan hasil 
perneriksaan kesehatatt menyeluruh dari tim - dokter Ru mah Sakit 
Umum paerah: 

c. berpendidikan paHng rendah Diploma I;[I atau _sederaja.f; _ 
d. mempunyai pengalaman kerja paUng s~ildt ., 2 (dua) tahun ~di 

bidallQ - operasional perbankan, yang dibuktikan dengan 
keteranqan resrnl dari perusahaan tempat yang bersangkutan 
bekerja dengan penilaian baik; 

e. betas usia pengangkatan ·pertama-' kali paling tinggi 56 tahun, 
terhitung sejak tanggal mengajukan diri sebagai calon anggota 
Direksi; . 

f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Direksi, dan/atau 
dengan Dewan Pengawas lainriya sampai derajat ketiga, baik 
dalam garis lurus maupun ke samping, dan/atau hubungan 
keluarga yang timbul akibat perkawinan; 



(2) Untuk ... 

Paragraf 2 
Penjaringan 

Pasal6 
(1) Jumlah bakal calon anggot:a · Oireksi/Dewan Pengawas paling 

sedikit 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan 
Direksi/Dewan Pengawas. 

) 

Bagian Kedua 
Seleksi 

Paragraf 1 
Panitia 

- Pasal 5· 
(1) Seleksi calon ·anggota Direksi/Dewan Penqawas dilakukan oleh 

Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati. 

(2) Bupati menetapk.an Ketua-- Dewan Pengawas sebagai Ketua 
Panitia Seleksi sebagctimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Dalam hal Dewan Pengawas belum terbentuk, maka seleksi 
calon anggota Direksi dilakukan oleh Panitia Seleksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa mengikuti 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 
tugas: 
a. melaksanakan kegiatan administrasi seleksi, meliputi 

kegiatan pendaftaran, penjaringan~ proses- uji kelayakan 'dan 
kepatutan, dan penetapan nama calon anggota 

· Direksi/Dewcin Pengawas; dan 

b. melaksanakan kegiatan persiapan pelantikan calon terpilih 
menjadi anggota Direksi/Dewan Pengawas. 

~- 

c. reputasi keuangan, meliputi : 
1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan 
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau.rnenjadl anggota Direksi 

yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan 
dmvatakan' pailit dalam waktu 5 (lima) tahun - sebelum 
mendaftarkan diri menjadi cafon angg6ta · Direksi/Dewan 
Pengawas. 

- 6 - 



(2) Hasil ... 

Pasat8 
(1) Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan disampaikan 

kepada Bupati melalui Panitia Seleksi. 

(5) Khusus untuk Perusahaan Daerah yang telah 'berfungsi sebagai 
BPlt, uji kel_aya~n. dan kepatutan dilakukan oleh lembaga 
independen ~n Bank Indonesia. . 

i• . ~· : •. ..; 

Parag~f 3 ~ .. ~ .. ., ~ .,. 
;~ . . 

Uji Kelayakan d«;1n Kepatutan 
Pasal 7 

(1) Uji · kelayakan dan kepatu_tan dilakuj(a·n . oleh lernbaqa 
. independen yang dltunjuk o~h . Bupati atau · Pejabat yang 
ditunjuk. 

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan 
· · berasal dan perguruan tinggi. · 

(3) , Baka.I calon ~nggota Direksi/Oewaff · Pengawas yang akan diuji 
harus mematuhi ketentuan · yang· ditetapkan ofeh lembaga 
sebagaimana · dimaksud pada -ayat (2), .setelah dikonsultasikan 
dengan Panitia Seleksi. 

( 4) Uji kelayakan clan kepatutan ,pilaksanakan dalam jangka waktu 
· paling Jama 10 (sepuluh) hari kerja. 

1· ' .. 

(2) Untuk melaksanakan penjannqan, panitia harus telah 
mengumumkan pendaftaran bakal ., calon anggota 
Direksi/Dewan Pengawas paling kurang 12 (dua belas) hari 
kerja sebelum proses penjaringan ditutup. 

(3) Pengumuman sebagaimana dlmaksud pada ayat (2), dilakukan 
secara terbeka untuk umurn rnelalui media massa dan/atau 
media lainnya yang· mudah diketahui olef1.mas~rakat. 

( 4) . Datam hai proses .' penjaringan tidak diperoleh · jumlah minimi;tl 
bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayaf (1), maka setelah 
masa pendeftaran sebaqalmana dirnaksud pada ayat .(2) 
terlampaui, pendaftaran dibuka kembali un~ jang~ w~t$ 7 
(tujuh) .hari. , 

(5} ' Dalam hat setelah dilakukan pendaftaran kembali sebagamana 
'dimaksud pada ayat ( 4) tetap tidak · dipel'Oleh jumlah minimal 
bakal calon sebagaimana dimafciud pada ayat (1), maka panita 
dapat melaksanakan administrasi uji kelayakan dan kepatutan. 
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Pasal 12 ... 

(1) Pengangkatan anggota Direksi/Dewan Pengawas ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(2) Khusus untuk Perusahaan Daerah yang telah berfungsi sebagai 
BPR, sebelum dia"ngkat menjadi. ._ anggota ... BireksVDewan 
Pengawas, harus .terlebih dahulu mendapat persetujuan Bank 
Indonesia. 

Pasal11 

.> .. 'ltaragraf 3 
Pengtlsulan 

· · Pasat·io 
(1) PaUng rambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil uji kelayakan 

dan kepatutan, Dewan Pengawas mengusufkan calon artggdta 
Direksi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Direksi/Dewan 
Pengawas. 

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bupati nienyampaikan calon anggota Direksi/Dewan Pengawas 
untuk rnemperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. · · · · 

(3) Dalam hal Dewan Pengawas belum terbentuk, pengusulan calon 
anggota Direksi/Dewan Pengawas dilakukan oleh Panitia Seleksi. 

, ~ ' - 

(1) Baka,l calon- anggota Direksi/Dewan Pengawas yang dinyatakan 
lull.is dalam uji kelayakan clan kepatutan dinyatakan sebagai 
calon anggota Direksif Dewan Pengawas oleh Panitia selekst. 

(2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diperoleh 
hasil uji kelayakan dan kepatutan.. Panitia Seleksi menyerahkan 
berkas calon anggota DireksVDewan Pengawas kepada Bupati, 
berupa short list yang .mencantumkan 2. (dua) narna- caton 
anggota Direksi/Q~wan Pengawas untuk masing-masing jabatan, 
dengan peringkat sesuai dengan hasil uji kelayakan dan 
kepatutan. 

Pasal9 

(2) Hasil penilaian sebaqalmana dimaksud pada ayat (1), 
. dikJasifikasikan daJam peringkat-peringkat. 
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·,,·. · .· "''{2}Jika ~ .. , 

(1) Dalam- hal anggota, Oireksi diduga .melakukan:: perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13- huru( c- dan d, -maka 
Dewan: Pengawas · melakukan pemeriksaan · terhaclap yaAg; · 
bersangkutan. · · 

·· Pasal 14 

. , ..... ~ 

c. .tidak; metaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja 
Perusahaan Daerah; 

d. melakukan tindakan yaog JJle[UQikan Perusahaan Daerah; 
dan/atau 

e. dinyatakan bers~lah se~~f deiiga'~ putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatah hukum yang tetap. 

b. . reorganisasi; 

• # ~ ... 

(1) Pemberhentian anggota .Oireksi/Dewan. . Penqawas - dapat 
dilakukan ~ik secara keseluruhan maupt:1n ~gian. 

(2) Anggota Direksi/Dewan Pengawas· dapat dibertlentikan · deflgan 
alasan: ·· · .,, , 

· a. ams permintaan sendiri; 

BAB Ill 
PEMBERHENTIAN 

Pasal 13 

(1) sebelum . memangla.r: . jatJatannya, ... anggdta bireksi/Dewan 
Pengawa~ clilantik cfengan . mehgucapkan. ··· sumpah/j~.nji . yang 
dir,andu ofeh'pejabatyang mela~tik:. :·~. ,. · · 

(2) Bunyi · sumpah/janj sebaealmana dimaksud pada ayat . (1), 
sebagai · benRut: 
"Demi Allah (Tµhan), saya beisumJ]i1h/~(1ji µntuk OJ(]menuhi 
kewajiban .. saya sebagai anggot:a . Direksi/Dewan Pengawas 
Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dengan sebaik 
baiknya dan sead,1-adilnya, .memtf{Jang teguh Undang-undang 
Dasar 1945 beserta perubahannya,. menjf]lalJ.kqn sega,I~ 1P1,tjang 
undang dan pe'raturan pelaksanaannya dehgan selurus-lurusnya, 
serta berbakti kepacla masyarakat, nusa, dan bangsa. ,, 

.~ ··- ; ; 
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~-'(2) Jika .. ;· · 

(1) Dalam ~ anggota Direksi diduga·- metakukan "perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasat 13-huruf c dan d, mska 
Dewan Pengawas · melakukan ~meriksaarr terhactap yah9 · · · 
bersangkutan. 

,···· ... 

c. tidak. melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja 
Perusahaan Daerah; 

d. melakukan tindakan yaoo Jne~gikan Perusahaan Daerah; 
dan/atau 

e. dinyatakan bers~iah sesuat :,deilQa~" putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan nukum yang tetap. 

. ..... ·, ' ; ~ : :. ~ ... b .. reotgan'isasi; . 

' .. ~ . . ~ . 

(1) Pemberhentia_n anggota . - Direksi/Dewan .. · Pengawas. .. dapat 
dilakukan baik secara keseluruhan maupim sebagian. 

(2) Anggota Direksi/Dewan Pengciwas·dapat dibementtkan"·: detigan 
alasan: .· v • 

. · a. atas pennint:aan sencliri: 

Pasal 13 
PEMBERHENTIAN 

BAB III 

Cl) sebekim - memangku-- jabatannya,· ahggota Dire1<si/Dewan 
Pengawas dilantik clengan .. rnenqucapkan . ·_. Sl)mpah/J~.rlji yang 
dipandu oleh · pejabatyang m~la.~tik: ·· ·· · · · 

(2) Bunyi sumpeh/janj · sebaqaimana dlrnaksud pada ayat (1), 
sebagai berikut: · · ._; 

~ • :,, ' ~ J ,r 

"Demi Allah· (Tuhan)., saya /:Jeiwmpah/~ µr,tuk memenuhi 
kewajiban . saya sebagai . anggota Direks';/Dewan Pengawas 
Perusahaan Daerah Perkreditan «ecsmstsn dengan sebaik 
baiknya dan seadil-adilnya; memfJ{lang teguh Undang-undang 
Dasar 1945 beserta perubahannya, .f1JenJfl/an_k_q(1 sega/p (Jl1dang 
undahg da!J peraturan pelaksanaann>JI_ ctengan seluiits'-lurusnya, 
serta berbakti kepada rriasyarakat, nusa; dan bangsa. ,, 

Pasa1·12 · 
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PERY 
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN 2006 NOMOR is 

Diundangkan di Cibinong · 

pada tanggal 3, p«:.roQ»eR 10°" 

;., .. : ' . . •• : ,· e ,.,. 

Cl 
· AGUS UTARAEFFENDI 

- 
;:· . BUPATl·,BOGOR, 

. ; . . ... ~ ~ -~ ! ' . . ;;; 

Ditetapkan di Cibinong 
pada tanggal so o,:.meeR .2oof» 

~., 1:,. 

Agar setiap orang m~ngetahwnya, '. memerJptahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini ~ denqan penempatarmya. dalam Berita Daerah 
Ka bu paten Bogor. 

P~raturan Bupati tn'i. n1lJta .. i bertaku pada tanggal diundangkan. 
' -~· , ' ;·~"'""'". .. ,. . • ' . -. ~-. . . 

- ' 

K~UAN PENUTUP 
Pasal18 ~ ~- 

BABV 
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